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ABSTRAK 
 

Arum KusumaningTyas (2025): Implementasi Pengelolaan Pemerintahan 

Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi 

Analisis Di Desa Muara Bahan Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi) 

 

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pasal 24 

Pemerintahan Desa adalah isu yang menarik berkenaan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan Desa, yang saat ini tidak sesuai dengan pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di mana Desa menjadi bagian yang sering 

diabaikan sebagai unsur perangkat pemerintah daerah. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pengelolaan 

pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di Desa Muara Bahan 

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan apa saja yang menjadi 

faktor penghambat implementasi.  

Penelitianini menggunakan pendekatan yuridisempiris.Denganpenelitian 

hukum Sosiologis,yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang 

didukung juga oleh penelitian normatif sebagai data awal yang kemudian 

dilanjutkan dengan data primermetode kualitatifAdapunteknik penganalisaanyang 

digunakanadalahteknikdeskriptif yaitu menggambarkankeadaan sesungguhnya 

disesuaikan dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan 

kemudian ditentukan interprestasi sehingga diperoleh kesimpulan. 

Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapada asas partisipasi 

dan pelayanan publik pada implementasi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan 

Desa Muara Bahan belum optimal dalam mengelola dan memperdayakan 

masyarakatnya, pemerintahan desa harus menyesuaikan sistem pemerintahan yang 

baik sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu 

evaluasi lebih lanjut sebagai bahan perbaikan sistem pemerintahan yang baik 

untuk priode selanjutnya hal ini juga di dukung oleh peraturan pemerintah Faktor 

penghambat masih kurang nya sarana dan prasarana kantor desa, pemerintah desa 

masih kekurangan alat ATK yang lengkap dan kurangnya pelayanan masyarakat 

dengan baik.  

 

Kata kunci: Implementasi, Pemerintahan Yang Baik, Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Desaa dalah isu yang menarik berkenaan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang saat ini tidak sesuai dengan 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di mana Desa menjadi 

bagian yang sering diabaikan sebagai unsur perangkat pemerintah daerah. 

Kesenjangan pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan Desa 

dalam menjalankan urusan pemerintah Desa untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat yang saat ini mengalami berbagai 

ketimpangan dalam kewenangan yang dijalankan, yang menjadi 

kewenangannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga 

pelayanan kepada masyarakat juga belum terlaksana dengan baik. 

Landasan hukum yang kuat di dalam menilai Pemerintahan Desa yang 

menunjang pelaksanaan otonomi daerah dalam wujud kewenangan tersebut 

termasuk dalam prospektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Desa tentang Pemerintah Daerahdimana memiliki hubungan 

kewenangan yang jelas bahwa Desa adalah wilayah kerja kepala Desa sebagai 

perangkat daerah kelurahan dan Desa.
1
 

Produk hukum pemerintah desayang menjamin kepastian  hukum  

mengenai pelaksanaanprinsip partisipasi masyarakat dan produk hukum 

                                                           
1
Ichwan, Saiful. "Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." Jurnal Noken: 

Ilmu-Ilmu Sosial 5.1 (2019): 81-98. 
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mengenai standar oprasional  prosedur,sebagai  mana  yang diatur  dalam ayat 

(1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

yang menjelaskan  bahwa pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya 

wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional 

prosedur pembuatan keputusan
2
. Produk hukum yang dihasilkan Pemerintah 

Desa adalah berupa Keputusan Kepala Desa yang berfungsimengatur 

kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Produk 

hukumPemerintahDesa Muara Bahan yang telah dihasilkan mengingat bahwa 

untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yanglebih baik, berhasil 

guna, bersih dan bertanggungjawab, untuk terpenuhinya hak-hak  masyarakat  

dalam memperoleh  pelayanan publik  secara maksimal serta  untuk 

meningkatkan kualitas   pelayanan   publik,  maka  perlu ditetapkan  Standar  

Operasional  Prosedur (SOP)  dan   perlu  menetapkan   standar operasional  

prosedur  dalam  pelaksanaan tugasdan  fungsi aparatur pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga menetapkan  Standar Operasional  

Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Satuan  Kerja  Perangkat  

Daerah  (SKPD).
3
 

Pemerintah desa dalam menyelenggaraan pemerintahan desa harus 

berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 

desa berdasarkan pada 11 asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan 

pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, 

                                                           
2
Ayat  (1)  Undang-Undang No  30  Tahun  2014  tentang Administrasi 

3
Manan, Bagir. Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia.(Ind-Hill-Company), 1992. 
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profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, 

keberagaman dan partisipatif. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). 

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan bagi 

setiap warga negara. Karena pemerintah yang baik akan memberikan nilai 

positif bagi kelangsungan hidup tata kelola pemerintahan. Akan tetapi realita 

yang terlihat pada saat ini tidak semua lembaga pemerintahan, khususnya 

pemerintah desa berjalan dengan lancar dalam proses menerapkan prinsip good 

governance. Hal tersebut disebabkan karena kurang efektifnya pemerintah 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara urusan 

publik. 

Good governance memiliki pengertian yang lebih luas cakupannya, yakni 

tidak hanya dalam pengertian pemerintahan negara, tetapi prinsip tata kelola 

keorganisasian pada umumnya, termasuk organisasi bisnis dan bahkan 

organisasi kemasyarakatan.
4

Semua bentuk organisasi dituntut untuk 

menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik yang tercakup dalam 

pengertian good governance. “Prinsip-prinsip yang biasa yang tercakup dalam 

ide good governance itu mencakup (a) rule of law, (b) efektivitas, (c) efisiensi, 

(d) transparansi, dan (e) akuntabilitas.  

Dalam upaya mewujudkan good governance, maka pemerintah harus 

melakukan kerjasama dengan masyarakat.Kerjasama tersebut dapat dilakukan 

dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat 

                                                           
4

Wibowo, Edi, H. S. Tomo, and S. Tangkilisan Hessel Nogi."Memahami Good 

government governance dan good coporate governance." (Yogjakarta: YPAPI. 2004). 
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itu sendiri.Dengan demikian pemerintah dan masyarakat dan tugas masing-

masing untuk mewujudkan good governance terasebut.Pemerintah dan 

masyarakat tidak dapat berjalan sendiri dalam mewujudkan good governance 

serta peningkatan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat 

mewujudkan good governance serta peningkatan kualitas pelayanan.
5
 

Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik merupakan tanggung jawab 

dari setiap lembaga pemerintahan agar dapat mewujudkan harapan masyarakat 

dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.Dengan demikian 

diperlukan penerapan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dapat 

terlaksana dengan penuh tanggung jawab agar terbebas dari korupsi, kolusi, 

dan nepotisme. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa 

berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dan di dalamnya melaksanakan tugasnya, pemerintah desa berkewajiban 

meyelenggarakan pelayanan publik pemerintahan yang baik, serta 

melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan.
6
 

Penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik 

sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah.Dimana pemerintah 

sudah membuat produk hukum tentang pelayanan publik agar dapat menerima 

pelayanan tanpa pilih kasih. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 ayat (1) yang memiliki pengertian 

sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

                                                           
5

 Sedarmayanti, Good Governance Kepemimpinan Yang Baik dan Good Corporate 

Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. (Bandung: Mandar Maju. 2007).h,11.  
6
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas, barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.
7
 

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat, pemerintah Desa Muara 

Bahan belum memberikan layanan yang optimal sehingga pelayanan publik 

yang disajikan belum efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.Hal ini 

dapat dilihat pada prinsip transparansi yang terjadi di lapangan ternyata prinsip 

ini belum berjalanscara transparan kepada masyarakat desa, masyarakat masih 

kesulitan dalam mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan Desa 

Muara Bahan. 

Kemudian pada prinsip efektivitas dan efisensi dilihat di lapangan 

ternyata masih belum berjalan dengan baik di Desa Muara Bahan Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Hal tersebut dapat dilihat dari visi 

misi Desa Muara Bahan yang  belum sepenuhnya diterapkan oleh para pegawai 

dalam melayani masyarakat. Masalah lainnya ialah pelayanan administrasi 

tentang surat menyurat yang lambat, informasi mengenai bantuan untuk 

masyarakat juga tidak di beritahu secara umum, selanjutnya masalah yang 

kerap masih menjadi polemik di masyarakat yaitu tentang program 

pembangunan desa yang di rasa lamban dan tidak adanya hasil nyata. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian semakin mendalam, tentang pemerintahan yang baik dan pelayanan 

publik yang selanjutnya diangkat dengan judul “Implementasi Pengelolaan 

                                                           
7
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
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Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang  Desa 

(Studi Analisis Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi)”. 

 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini terdapat batasan masalah agar pembahasan ini tepat pada 

sasaran dan tidak terlalu meluas serta tidak menyalahi sistematika penulisan 

karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapakan, maka dalam 

penelitian ini peneliti hanya fokus mengenai partisipasi dan pelayanan publik 

pada Implementasi Pengelolaan Pemerintahan yang baik Berdasarkan Undang-

Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Analisis Di Desa Muara Bahan 

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi).  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian yaitu:  

1. Bagaimana implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam 

pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 

Tentang Desa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi? 

2. Apa faktor penghambat implementasi pengelolaan pemerintahan yang 

baik dalam pelayanan publik di Kantor Desa Muara Bahan?  
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik 

dalam pelayanan publik di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi 

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.  

b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi pengelolaan 

pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di Desa Muara Bahan 

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.  

2. Manfaat penelitian  

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

a. Secara Akademis  

Hasil dari penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan 

yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pada dunia 

akademis terkhusus untuk mahasiswa prodi ilmu hukum.Sebagai salah 

satu ketentuan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Prodi 

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru. 

b. Secara Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran kepada pemerintah desa mengenai peningkatan kinerja yang 

lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Kerangka Teoritis 

1. Tata Kelola Pemerintahan 

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah upaya yang 

dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

rangka mewujudkan pemerintahan desa yang efisien dan efektfif, terbuka, 

serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8
 

Pengelolaan pemerintahan desa yang dilaksanakan sebagai upaya 

dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa.Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan 

pemerintahan yang baik atau good governance untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Kunci utama memahami pengelolaan 

pemerintahan desa adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang 

mendasarnya, yang meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi 

hukum, transparansi, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas 

dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Penelitian ini menggunakan 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik yaitu: Pertama, 

prinsip akuntabilitas yang menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab 

dan konsekuensi. Kedua, prinsip transparansi yaitu adanya kebijakan 

terbuka bagi pengawasan dan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. 

                                                           
8

 Khaidir Ali dan Agung Saputra, “Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap 

Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar”, Vol.14 No.4 (Oktober, 2020), h,607 
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Ketiga, prinsip partisipatif yaitu keterlibatan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. 

Melalui prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diharapkan dapat 

melaksanakan Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan 

yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:  

a. Komitmen Pimpinan. Adalah konsistensi pimpinan tertinggi di 

daerah yang bersungguh-sungguh melaksanakan perbaikan 

pengelolaan pemerintahan di lingkungannya. Pimpinan berfungsi 

menjadi penggerak segala bentuk perubahan dan menjadi pelopor 

dalam pelaksanaannya.  

b. Dasar Hukum yang kuat. Setiap pelaksanaan kebijakan dalam rangka 

perbaikan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik harus 

memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam bentuk peraturan atau 

keputusan. Dalam rangka keberlanjutan suatu kebijakan pengelolaan 

pemerintahan yang baik sebaiknya dasar hukum yang dipakai adalah 

peraturan daerah/peraturan desa sehingga walaupun terjadi 

pergantian pemimpin daerah, kebijakan masih akan tetap berjalan.  

c. Dukungan dari lingkungan internal dan masyarakat. Dukungan 

tersebut atas kebijakan perbaikan pengelolaan pemerintahan yang 

baik sangat diperlukan karena kebijakan tersebut diciptakan, dikelola 

dan diperuntukkan bagi mereka.  
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d. Inisiatif internal. Dorongan bagi timbulnya gagasan/inisiatif untuk 

memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang baik idealnya 

muncul dari gagasan-gagasan internal jajaran pegawai maupun 

pimpinan yang berada di lingkungan pemerintah yang bersangkutan. 

Perbaikan sistem yang didasarkan pada pendekatan persuasif dan 

musyawarah para pengambil kebijakan daerah, yang kemudian 

disosialisasikan ke seluruh jajarannya akan menghasilkan dukungan 

dan komitmen yang tinggi bagi seluruh staff.
9
 

2. Konsep Pemerintahan Desa 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa Desa berasal 

dari bahasa Sansekerta dhesi yang berarti “tanah kelahiran”. Desa identik 

dengan kehidupan agraris dan   kesederhanaannya. Ada beberapa istilah 

desa, misalnya gampong  (Aceh) , kampung  (Sunda),  nagari (Padang), 

wanus  (Sulawesi Utara), dan huta (Batak). Sedang menurut definisi 

"universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan 

(rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif 

di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. 

Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil 

yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau 

banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut 

dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan 

Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di 
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 Hendi Sandi Putra, Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good 

Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. (2017) 
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Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara. Sementara itu pengertian desa 

menurut para ahli seperti dikemukan oleh R. Bintarto bahwa Desa adalah 

perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural 

yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara 

timbal balik dengan daerah lain.
10

 

Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai 

masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud 

sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, 

tanah pangonan, hutan blukar, dapat juga wilayah yang berlokasi ditepi 

lautan/danau/sungai/irigasi/ pegunugan, yang keseluruhannya merupakan 

wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayat Masyarakat Desa ( 

Kartohadikusumo, 1988 : 16 ). Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa 

Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi 

menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah 

yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten 

sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri 

sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.
11

 

Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa 

dalam menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.Desa 

dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum 
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Abu Samah dan AB Embi.Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa Di Indonesia, 

(Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum. 2016) 
11

Suharti, Suharti. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa. Diss. (Program Pasca Sarjana 

Universitas Diponegoro. 2008). 
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perdata, memiliki kekayaan harta benda dan bangunan serta dapat dituntut 

dan menuntut di pegadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan 

Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan 

perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. 

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuknya Badan Perwakilan 

Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang 

bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan 

dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa dan Keputusan Kepala Desa.
12

 

Pemerintahan adalah perbuatan pemerintah oleh Organ-organ atau 

badan-badan Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai 

tujuan pemerintahan Negara, Sedangkan pemerintahan dalam Arti sempit 

adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan 

jajaranya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Negara
13

. Pemerintah 

Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas 

mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan 

Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang 

diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin 

pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1) adalah 

kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
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Ibid, h.4 
13

Abu Samah, Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah Di 

Indonesia,(CV. Cahaya Firdaus. 2022), hal. 2 
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pembangunan, dan kemasyarakatan
14

 . Sedangkan dalam Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian tentang, Pemerintah Desa 

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa, 

menurut Nurcholis (2014:22) Pemerintah mempunyai tugas pokok: 

a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan 

umum, membangun dan membina masyarakat.  

b. Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
15

 

Sedang pengertian secara hukum berdasarkan Undang-undang 

yang ada pengertian desa adalah sebagai berikut: 

1. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Desa adalah desa 

dandesa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa bahwa Desa adalah suatu 

wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 
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 Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
15

Moch, Solekhan. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi 

Masyarakat." (Malang: Setara Press Kelompok Penerbit Intrans. 2014) 
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kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat 

dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

3. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Derah bahwa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan 

berada di daerah Kabupaten. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 

bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-

usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
16

. 

3. Pengertian Desa 

Desa yang disebut juga dengan negeri atau marga adalah daerah-

daerah yang bersifat istimewa (volksgemeenschappen)
17

.Pengertian desa 

menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa 

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 
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Abu Samah, Op-Cit, hal. 244 
17

Abu Samah dan Ali B Embi.Hukum Tana Negara, (CV, Cahaya Firdaus. 2016).h, 180 
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kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18

 

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa.Landasan 

pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system 

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki wewenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
19

 

Pemerintahan Desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh 

perangkat desa ataupun penyelenggara untuk membangun Pemerintahan 

Desa. Perangkat Desa merupakan perangkat yang mewadahi 

Pemerintahan. Desa merupakan kata yang berasal dari bahasa jawa, 

terdapat dari berbagai etnik di Indonesia menyebut desa dikenal dalam 

istilah seperti di Makassar disebut gukang, Aceh disebut sebagai gampong, 

dan Minahasa disebut wanua.Secara fungsional desa menjadi satu 

kesatuan wilayah administratif terkecil dalam pemerintahan 

Kabupaten/kota dan menyelenggarakan urusan administrasi kenegaraan.
20
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Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 
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 Widjaja, HAW, “Otonomi desa merupakan Otonomi yang Asli”, Bulat, dan 

Utuh,(Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003). h.3 
20

 Qanun Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Perangkat Desa Diakses 
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4. Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 

Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah 

dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, governance mencakup 3 

domain yaitu state (negara/pemerintahan), private sectors (sektor 

swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat).Good governance adalah 

penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, 

serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaktif yang 

konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.
21

 

5. Prinsip-prinsip Good Governance 

Sedarmayanti yang mengutip dari UNDP (United Nation Development 

Programme) tahun 1997, prinsip-prinsip good governance yaitu:
22

 

1) Partisipasi (Participation)  

Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik 

langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk 

mewakili kepentingan mereka.Partisipasi menyeluruh tersebut 

dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan 

pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. 

2) Penegakan Hukum (Rule of Law)  

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-

perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan 

hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang 
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Sedarmayanti, Good Governance Kepemerintahan Yang Bai, Dan Good Corporate 

Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. (CV. Mandar Maju: Bandung.2007)  h,36  
22

Ibid, h.13 
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kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. 

Karakter dalam menegakkan rule of law: 

a) Supremasi hukum (the supremacy of law). 

b) Kepastian hukum (legal certainty). 

c) Hukum yang responsive. 

d) Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi. 

e) Independensi peradilan.  

3) Transparansi  

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa periode 

baru adalah masa rezim kekuasaannya.Salah satu yang dapat 

menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah 

manajemen pemerintahan yang tidak transparan.Aspek mekanisme 

pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan. 

4) Responsif (Responsiveness) 

Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-

persoalan masyarakat. 

5) Orientasi Kesepakatan (Consencus Orientation)  

Pengambilan putusan melalui proses munsyawarah dan 

semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama.  

6) Keadilan (Equity)  

Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. 
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7) Akuntabilitas (Accountability)  

Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang 

memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai 

urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik dituntut untuk 

mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun 

netralitas sikapnya terhadap masyarakat. 

Perwujudan good local governance tidak hanya berfokus pada 

dominan negara, melainkan juga membutuhkan peran yang sangat penting 

dari sektor swasta serta masyarakat yang ada di daerah yang 

bersangkutan.Menuju pemerintahan daerah yang adalah dengan menerapkan 

prinsip-prinsip kepemerintahan di daerah dalam segala aspek kehidupan 

yang sangat luas yang mencakup aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, 

yang terkait dengan tugas dan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta 

melibatkan seluruh pihak.Artinya mutlak diperlukan kerjasama dan 

hubungan yang sinergis antara domain governance yang mencakup negara 

(penyelenggara kekuasaan negara di tingkat lokal), sektor swasta dan 

masyarakat lokal. Disimpulkan bahwa perwujudan good local governance 

sangat bergantung kepada:
23

 

a) Sistem pemerintahan daerah yang diberikan oleh pusat.  

b) Kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan 

di tingkat lokal.  

c) Kapasitas sektor swasta di daerah (Local private sector)  
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Sedarmayanti.Good GovernanceKepemerintahan Yang Baik Dan Good Corporate 

Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. (CV. Mandar Maju: Bandung).2007 h.38  
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d) Kapasitas organisasi masyarakat sipil di daerah dan kapasitas 

masyarakat umum.  

6. Konsep Partisipasi 

Dalam sebuah pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah 

satu aspek yang perlu diperhatikan.Pembangunan masyarakat diarahkan 

pada perbaikan kondisi hidup masyarakat.Pembangunan masyarakat sebagai 

upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju 

keadaan yang lebih baik.Oleh karena itulah partisipasi masyarakat 

merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu 

pembangunan tersebut.Hal ini sejalan dengan konsep-konsep partisipasi 

yang dikemukakan oleh beberapa ahli di bawah ini
24

.Menurut Theresia 

mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu 

kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan 

maksud memperoleh manfaat
25

. Sementara itu, Adisasmitamengatakan 

bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota 

masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan 

di dalam masyarakat lokal
26

. 

Hal senada juga dikemukakan oleh Chandra, dkk yang menjelaskan 

bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai 
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Maunde, Riski, Johnny Posumah, and Helly Kolondam."Implementasi Kebijakan 

Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Covid-19 di Desa Kuma Selatan 
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Adisasmita, Rahardjo. Pembangunan pedesaan dan perkotaan.(Graha ilmu, 2006). 
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alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan, berjalan dan tidaknya, 

tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor 

struktural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola 

hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi 

politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas. Banyak definisi 

partisipasi yang dikemukakan para ahli. Partisipasi dapat diartikan sebagai 

sumbangan, keterlibatan keikutsertaan warga masyarakat dalam berbagai 

kegiatan pembangunan
27

 

7. Konsep Pelayanan Publik 

Kata publik merujuk pada konteks pelayanan publik, diartikan sebagai 

kategori pembeda antar publik yang berarti umum dengan individu lain. 

Publik dalam konteks ini dikaitkan dengan pengertian publik dalam Bahasa 

Yunani yang berarti “pubes” yaitu kedewasaan.Kedewasaan mencakup 

fisikal, emosional, maupun intelektual kemampuan bertindak secara 

publik.
28

 

Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi 

birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan 

tuntutan kebutuhan masyarakat.Filosofi dari pelayanan publik menempatkan 

rakyat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan.Sebelum 

mengetahui arti kinerja pegawai publik, perlu diketahui terlebih dahulu 

mengenai organisasi publik.Organisasi publik diartikan sebagai organisasi 
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yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia, yang memiliki 

setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan 

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. 

Secara eksplisit, Sianipar menjelaskan bahwa Pelayanan publik dapat 

dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang 

dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundangan yang 

berlaku. 

Moenir menyatakan, Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang 

dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok kepada masyarakat dalam 

rangka pencapaian tujuan tertentu.Pemberian pelayanan, fasilitas dan 

berbagai dan berbagai hal yang memudahkan masyarakat mencapai 

tujuannya sudah menjadi kewajiban pemerintah.
29

Aparatur negara (Kepmen 

PAN) Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan publik adalah berbagai kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.Pada hakikatnya, penyelenggara 

pelayanan publik yang dimaksud disini adalah pemerintah. Jadi, pelayanan 

publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemenuhan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat oleh pegawai pemerintah, khususnya instansi yang 

bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Menurut Widodo, 
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sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh 

pelayanan publik agar kualitas layanan menjadi baik, maka dalam 

memberikan layanan publik seharusnya:
30

 

a. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan. 

b. Mendapat pelayanan yang wajar. 

c. Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih.  

d. Mendapat perlakuan yang jujur dan transparan.  

Setiap penyelenggara pelayan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi 

dana atau penerima pelayanan. Standar pelayanan publik, sekurang-

kurangnya meliputi:
31

 

a. Prosedur pelayanan, yang dibakukan dan termasuk dengan 

pengaduan. 

b. Waktu penyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian. 

c. Biaya pelayanan, termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan. 

d. Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan.  
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 WidodoJoko.Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, (Malang:CV. Citra Malang 

Tahun 2001), h,46.  
31

 Haryanto, Harris Iriyanto. Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. (Malang: 

Media Nusa Creativ. 2021). h,13  
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e. Sarana dan prasarana yang memadai. 

f. Kompetensi petugas, yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang 

dibutuhkan.  

8. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Good Governance 

Dalam pelaksanaan pencapaian good governance dengan baik, ada 

beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi antara lain:
32

 

a. Faktor Manusia Pelaksana  

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemerintahan yang baik atau 

good governance sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah 

(local government) yang terdiri dari unsur pimpinan.Di samping itu 

terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para 

pegawai daerah itu sendiri. 

b. Faktor Partisipasi Masyarakat (Public Participation) 

Keberhasilan penyelenggaraan good governance juga tidak 

terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat.Masyarakat 

di daerah baik sebagi sistem maupun sebagai individu merupakan 

bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintah 

daerah.Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat 

terhadap pencapaian goodgovernance adalah dengan sikap 

mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adapun wujud 

partisipasi aktif masyarakat antara lain:  

                                                           
32
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1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (decision making) 

2) Partisipasi dalam pelaksanaan (actuating participation) 

3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (cost benefit evaluation) 

4) Partisipasi dalam evaluasi (evaluation participation) 

c. Faktor Keuangan (Funding or Budgeting)  

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata 

kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya 

adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Dengan 

kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam 

mengukur tingkat pencapaian good governance di daerah/lokal 

membutukan dana/finansial.  

d. Faktor Peralatan (Tools)  

Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan 

pencapaian good governance.Dalam pengertian ini peralatan adalah 

setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan 

mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam 

upaya pencapaian dan perwujudan good governance. 

e. Faktor Organisasi dan Manajemen (Organization and Management)  

Faktor oragnisasi dan manajemen mempengaruhi pelaksanaan 

good governance karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi 

manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating and 

Controlling).Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang 

baik, agar good governance dapat terwujud. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi yang dapat dijadikan 

acuan untuk mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya.Pada tahapan 

ini merupakan ringkasan dari beberapa penelitian yang sudah ada 

sebeleumnya yang diambil dari berbagai sumber penelitian yang sudah ada 

sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi adalah 

sebagai berikut: 

1. Skripsi I Made Artana, 2014 “Implementasi Prinsip-Prinsip Good 

Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada 

Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten Badung”, 

Skripsi, Universitas Warwadewa Denpasar. Penelitian ini menggunakan 

dua metode yaitu kualitatif untuk menguraikan data melalui statistik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good 

governance pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali di 

Kbaupaten Badung berjalan baik. Berdasarkan AnalisiS Korelasi Product 

Moment diperoleh hasil r hitung lebih besar dari r tabel (0,827 > 0,361) 

maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara 

implementasi prinsip-prinsip good governance dengan kepuasan pelayanan 

publik.
33

 

Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan pnelitian 

terdahulu adalah pokok pembahasan yang diahas memiliki kesamaan 
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Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten 

Badung” (Skripsi, Universitas Warmadewa Denpasar, 2014) 19. 
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dalam good governance dan pelayanan publik.Sedangkan perbedaannya 

terletak pada metode penelitiannya yaitu kualitatif dan kuantitatif. 

2. Skripsi Yulian Prabowo, 2017 “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan 

Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur 

Sipil Negara (Studi di Kelurahan Way Dadi Baru)‟, Skripsi Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lamapung. Penelitian ini bersifat kualitatif 

dengan tipe deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis tantangan dan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good 

governance di Kelurahan Way Dadi Baru serta untuk mengetahui dan 

menganilis tinjauan Hukum Islam dalam penerapan prinsip-prinsip good 

governance di Kelurahan Way Dadi Baru. Hasil penelitian yaitu peneliti 

mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa 

penyelenggaraan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan 

bertanggungjawab, untuk berkinerja tinggi diperlukan seseorang pegawai 

negeri sipil yang bersikap, berpedoman dan etika dalam berorganisasi, 

bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama aparatur sipil 

negara.
34

 

Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan penelitian 

terdahulu adalah pokok pembahasan yang dibahas memiliki kesamaan 

dalam good governance.Sedangkan perbedaannya terletak pada metode 

penelitian, perbedaan lokasi penelitian dan fokus penelitian berbeda 

dengan kajian terdahulu. 
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3. A Muh, Ikhsan W R, 2017 “Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance 

Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan 

Donri-Donri Kabupaten Soppeng). Skripsi, Universitas Hasanuddin 

Makassar. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi lapangan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good 

governance khususnya prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi 

belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh bebrapa faktor antara lain BPD 

belum optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa 

anggota BPD memiliki pekerjaan lain. Dan juga aparat desa yang rata-rata 

memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali belum 

mengetahui prosedur-prosedur pelayanan operasional terhadap masyarakat 

dan adanya kekosongan fungsi sekretaris desa yang harus merangkap 

sebagai Kepala Desa membuat proses administrasi menjadi lamban, dan 

transparansi pemerintah desa tidak memanfaatkan sarana yang dapat 

mendukung proses transparansi pemerintahan desa.
35

 

Persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang ditulis dengan penelitian 

terdahulu adalah pokok pembahasan yang dibahas memiliki kesamaan 

dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance.Sedangkan 

perbedaanya terletak pada metode penelitian, perbedaan lokasi penelitian, 

dan fokus penelitian berbeda dengan kajian terdahulu. 

4. Putriana, Marissa. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa." Jurnal Publikasi Manajemen Informatika 2.1 (2023): 133-

                                                           
35

 A. Muh. Ikhsan .W.R, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam 

Pelaksanaan Pemerintahan Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten 

Soppeng)” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).h, 39. 
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148.Menggunakan metode penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan 

metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan diawali 

dengan melakukan usyawarah dusun dan melibatkan masyarakat setempat, 

tahap pelaksanaandan tahap pertanggungjawaban di Desa baru pelepat 

Kecamatan pelepat Kabupaten bungo sudah baikdan sesuai dengan 

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaaan 

ADD di sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip 

partisipasi dan trasnsparansi. Dan pemerintah desa melengkapi informasi 

laporan pertanggungjawaban(LPJ), surat pertanggung jawaban.  

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yang sama dan 

yang berbeda adalah pemebahasan penelitian ini adalah alokasi dana desa.  

5. Elianata, Elianata, and Budi Setiawati. "Analisis Kinerja Aparatur Desa 

Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di 

Kantor Desa Biwan Kecamatan Awang Kabupaten Barito 

Timur." JAPB 4.2 (2021): 1160-1171.Penelitian  ini  menggunakan  

Metode  Deskriptif-kualitatif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  

kinerja  aparatur  desa  dalam  memberikan pelayanan administrasi kepada 

masyarakat di Desa BiwanKecematan Awang Kabupten Barito Timur 

dapat  dikategorikan cukup baik,  pemimpin  yang  berani dan  tegas  

dalam  mengambil tindakan dan cukup aktif mengawasi perilaku aparat 

dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam kinerja pelayanan administrasi 

kepada masyaraka. 
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Persamaan di penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif 

kualitatid dan berbedaannya yaitu penelitian ini lebih membahas kinerja 

aparatur pemerintahan desa nya. Sedang kan penelitian saya membahas 

tentang implementasi pengelolaan pemerintah nya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku 

serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan 

tersebut yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.
36

 

 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini tipe penelitian yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah penelitian Hukum Sosiologis, yang akan bertolak pada suatu 

data primer atau lapangan yang didukung juga oleh penelitian normatif 

sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.
37

 

Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan 

pertanyaan penelitian (research questions). Pertanyaan penelitian tersebut 

yang nantinya akan menentukan metode pengumpulan data dan bagaimana 

menganalisisnya.
38

 

C. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, penelitian ini merupakan 

peneletian sosiologis dan penulis memilih lokasi penelitian yaitu di Desa 

Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan 
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(Scopindo Media Pustaka, 2020). 
38

Sari, Ifit Novita, et al. Metode penelitian kualitatif.(Unisma Press. 2022). 



31 

 

 
 

alasan karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan 

penelitian yang akan dilakukan.  

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Sekretaris Desa Muara Bahan Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.Sedangkan objek penelitian ini 

adalah Implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pelayanan 

publik berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa 

Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

E. Populasi dan sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
39

, maka 

dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat Desa Muara Bahan. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, 

kesimpulannya akan dapat di berlakukan untuk populasi. Untuk sampel 

yang diambil dari populasi harus betul betul reprsentatif (mewakili) yaitu 

Desa Muara Bahan Kec Singingi Hilir Kab Kuantan Singingi. 
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2. Sampel  

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, 

tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan.Sampel dalam 

penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel 

teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. 

Penelitian berangkat dari populasi tertentu, tetapi karena keterbatasan 

tenaga, dana, waktu, dan fikiran, maka peneliti menggunakan sampel 

sebagai objek yang dipelajari atau sebagai sumber data. Maka dalam 

penelitian ini menggunakan sampel 3 masyarakat Desa Muara Bahan 

kecamatan Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi 

 

F. Sumber Data 

1. Data Primer  

Sumber data primer penelitian adalah data yang langsung diperoleh 

dari tempat melakukan penelitian, data diperoleh langsung dari lapangan 

atau lokasi penelitian baik dengan metode pengamatan atau wawancara. 

2. Data sekunder  

Hukum sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi 

kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip 

mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan.Data sekunder ini 

biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data 

primer dapat dikatakan sebagai kata praktik yang ada secara langsung 

dalam praktik dilapangan atau ada secara langsung dalam praktik 

dilapangan karena penerapan suatu teori.Bahan perpustakaan tidak hanya 
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berupa teori-teori yang telah matang siap untuk dipakai, tetapi dapat juga 

berupa hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian 

kebenarannya. 

3. Data Tersier  

Hukum tersier yaitu merupakanpelengkap yang sifatnya memberikan 

petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder.Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya 

kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dengan metode: 

1. Studi Kepustakaan  

Dilakukan untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui 

bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. 

2. Studi Lapangan  

Dilakukannya terhadap responden penelitian dengan cara wawancara 

melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan.  

3. Dokumentasi  

Suatu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen yang telah berlalu 

yang berbentuk gambar, laporan yang dianggap penting. 

H. Teknik Analisa Data 

Setelahsemuadatadarihasilpenelitianinidikumpul,maka data 

dikelompokkan menurut jenis dan sumber datanya. Adapun teknik 

penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu menggambarkan 

keadaan sesungguhnya disesuaikan dengan gejala-gejala dan permasalahan 



34 

 

 
 

yang timbul dilapangan kemudian ditentukan interprestasi sehinggadiperoleh 

kesimpulan. 

Analisis data versi Miles dan Huberman bahwa ada tiga alur kegiatan, 

yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan,Pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan 

data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, 

menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data 

atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi. 

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk 

teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian 

kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan 

verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang 

disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang 

dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan 

kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia 

harus menggunakan pendektan, yaitu dari Desa key information, dan 

bukan penafsiran makna menurut pandangan penelitian.
40
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, maka Pemerintah desa dalam menyelenggaraan pemerintahan desa 

harus berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan desa berdasarkan pada 11 asas, yaitu kepastian hukum, tertib 

penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, 

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, 

kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif, maka peneliti berfokus pada asas  

persipasitif dan pelayanan publik. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan 

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (goodgovernance).menjadi 

keberlanjutan perkembangan desentralisasi  di Indonesia. Desa Muara Bahan 

merupakan salah satu desa yang terletak diKecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi. prinsip-prinsip good governance dalam 

implementasi pengelolaan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik 

berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Muara Bahan 

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 

Maka asas partisipasi dan pelayanan publik pada implementasi 

pelaksanaan pengelolaan pemerintahan Desa Muara Bahan belum optimal 

dalam mengelola dan memperdayakan masyarakatnya, pemerintahan desa 

harus menyesuaikan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-

undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu evaluasi lebih lanjut sebagai 

44 



45 

 

 
 

bahan perbaikan sistem pemerintahan yang baik untuk priode selanjutnya hal 

ini juga di dukung oleh peraturan pemerintah 

Faktor penghambat yang mahsih kerap tejadi dalampengimplementasian 

yaitu:Masih kurang nya sarana dan prasarana kantor desa, pemerintah desa 

masih kekurangan alat ATK yang lengkap. Pelayanan yang sedikit lamban 

membuat hal ini menjadi faktor penghambat dalam pelayanan publik. Masih 

kurang nya SDM yang mengerti tentang sistem pemerintahan. Sehingga 

pagawai yang ada di kantor desa harus belajar dari awal apa saja yang 

mengenai sistem pemerintahan.Nepotisme masih terjadi dalam pemerintahan 

desa. Kurangnya infrastruktur desa misalnya wilayah kegiatan olah raga atau 

pun jalan desa yang masih rusak. Partisipasi masyarakat yang masih kurang 

hal ini menjadi faktor penghambat dalam implementasi pemerintahan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti akan memberikan saran 

untuk menjadi bahan evaluasi kedepannya bagi pemerintah desa dalam 

menjalan kan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 

2014 tentang Desa yaitu: peneliti sangat menyaran kan agar pemerintah desa 

lebih memperhatikan kepentingan masyarakat desa bukan kepentingan 

kelompok, perlunya pengajuan ATK yang lebih baik atau menggantina demi 

kenyamanan pelayanan kepada masyarakat desa muara bahan. Peningkatan 

program infrastruktur di perlukan untuk perkembangan desa menjadi desa 

lebih. Mengurangi nepotisme di lingkungan pemerintahan Desa Muara Bahan 
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DAFTAR WAWANCARA NARASUMBER PENELITIAN  

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 

TENTANG DESA (STUDI ANALISIS DI DESA MUARA BAHAN  

KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI) 

 

1. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam program-program 

pemerintah desa? 

2. Kegiatan apa saja yang telah bapak atau ibu ikuti dalam kegiatan desa? 

3. Apakah bapak/ibu sebagai telah ikut serta dalam musyawarah desa? 

4. Bagaimana menurut bapak/ibu pelayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintah? 

5. Menurut bapak/ibu pelayanan pemerintah yang sering ada kendala saja pak 

bu? 
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